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PUTUSAN
Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Br
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang
hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
DAHLIA BINTI LAHAJJI, tempat dan tanggal lahir Wt Nepo, 01 Juli
1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Dusun Nepo (Lorong Pertama Depan Rumah
Pak RT 01), Desa Nepo (dusun Nepo, Dusun
Cimpu), Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten
Barru, sebagai Penggugat;
melawan
ZAINAL ABIDIN BIN BAHARUDDIN, tempat dan tanggal lahir
Mangkoso, 07 Agustus 1980, agama Islam,
pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SD, tempat
kediaman di Lingkungan Mangkoso (Samping
PLN Mangkoso), Kelurahan Mangkoso,
Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Br,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten
Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/08/XI11/2012,
tertanggal 07 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Nepo (Barru) dan
rumah orang tua Tergugat di Mangkoso (Barru) selama 9 (sembilan) tahun
dan Terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Nepo
(Barru) selama 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1
(satu) orang anak yang bernama Sitti Aminah binti Zainal Abidin tempat
dan tanggal lahir Mangkoso 20 September 2013 pendidikan Sekolah Dasar,
anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering
minum- minuman keras sehingga jika Tergugat mabuk Tergugat sering
marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sering
menyuruh Penggugat pulang kerumah oran tua Penggugat tapi Penggugat
tetap sabar;

4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 Tergugat juga tidak berubah
bahkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat
sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat
menyuruh Penggugat untuk segerah mengurus perceraian Penggugat dan
Tergugat setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah
ranjang selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan namun Tergugat masih sering
datang dikediaman Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak sudah
tidak bermalam selama 1 (satu) minggu;

5. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
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mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cgq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zainal Abidin
bin Baharuddin) terhadap Penggugat (Dahlia binti Lahaijji);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang
pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah
dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jumardin, S.H.)
tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian objek,
sehingga pokok perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa meskipun telah dilaksanakan mediasi dengan hasil berhasil
sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena tidak pernah hadir lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
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A.Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/08/XI11/2012, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama KUA Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi
Selatan, pada tanggal 07 Desember 2012, bermaterai cukup, bercap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P)
B.Saksi
Saksi 1 Hasia binti Lahaje, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Ajakkang, Desa
Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-
masing bernama Dahlia binti Lahajji dan Zainal Abidin bin Baharuddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
rukun, tinggal bersama membina rumah tangga di Nepo dan di
Mangkoso dan telah dikaruniai sagtu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat
sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Juni 2021 antara
Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran.
- Bahwa saksipernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dengan Tergugat bertengkar perihal karena Tergugat sering minum
minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa tidak ada lagi persoalan lain yang pernah saksi lihat atau
dengar langsung dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar ... Pengbulan Oktober 2022
Pengugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya pisah
tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu)
tahun 1 (satu) bulan Penggugat tinggal di Dusun Nepo ( Lorong Pertama
Depan Rumah Pak RT 01),Desa Nepo (dusun Nepo, Dusun Cimpu),
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di
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Lingkungan Mangkoso (Samping PLN Mangkoso),Kelurahan Mangkoso,
Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- - Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak
pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula

sebaliknya.

- - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat

baik berupa uang atau barang.

- - Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar
Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil
Saksi 2 Hasmawati binti Lapandang, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
Bojo, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat

bernama Dahlia binti Lahajji, sedangkan Tergugat bernama Zainal Abidin

bin Baharuddin. Keduanya adalah suami istri sah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

istri.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama dan membina rumah tangga dengan rukun di Nepo dan di

Mangkoso; .

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sitti Aminah binti

Zainal Abidin;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat

sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Juni 2021 antara

Penggugat dan Tergugat sudahsering terjadi perselisihan dan

pertengkaran.
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- Bahwa saksi pernahmelihat atau mendengar langsung Penggugat
bertengkar dengan Tergugat mengenai Tergugat sering minum minuman
keras sampai mabuk dan sering marah tanpa lasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat
sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang,sudah 1 (satu) tahun 1 (satu)
bulan lamanya. Penggugat tinggal di Dusun Nepo ( Lorong Pertama
Depan Rumah Pak RT 01),Desa Nepo (dusun Nepo, Dusun Cimpu),
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di
Lingkungan Mangkoso (Samping PLN Mangkoso),Kelurahan Mangkoso,
Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat,
demikian pula sebaliknya.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,
saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang
belanja sehari-hari kepada Penggugat .

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar
Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak
berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan
tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai
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Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut hanya berhasil sebagian objek, dengan demikian telah terpenuhi
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang
telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil
sebagian objek, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomaor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa pada proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh
Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Barru, telah terjadi kesepakatan
sebagian yang berkaitan dengan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat
sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian objek
antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) kesepakatan
perdamaian sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, pihak
Penggugat memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak
Penggugat dan Tergugat melalui pihak Tergugat sebesar Rp3.000.000, (tiga
juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya
berumur 21 tahun ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya,
diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari pasal demi pasal dalam
kesepakatan perdamaian sebagian objek a quo, Hakim berpendapat bahwa
tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga patut untuk dicantumkan dalam amar;
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Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama
1 (satu) tahun 1 (satu) bulan karena Tergugat Tergugat sering minum- minuman
keras sehingga jika Tergugat mabuk Tergugat sering marah kepada Penggugat
tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang
kerumah oran tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat selama
berpisah ranjang dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga
telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di
dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 07 Desember 2012, keterangan mana relevan dengan
dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai
bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (volledig bewijskracht) dan karena
tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat
(bindende bewijskracht).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki
kapasitas hukum (persona standi in judicio) sebagai pihak dalam perkara
gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii mengenai pokok
gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang
terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak
sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka
sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat
mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;
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Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan

yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari
pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga / teman dekat
Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap
keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat
perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung
rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal
fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta
gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga / teman dekat Penggugat.
Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal
309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan
dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah

dikarunaiai keturunan bernama Sitti Aminah binti Zainal Abidin;

- Bahwa pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis lagi karena Tergugat sering marah karena mabuk;

- Bahwa pada tahun 2022 juga Penggugat dan Terghugat pisah ranjang

selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan selama pisah ranjang tidak pernah

saling memperdulikan satu sama lain apalagi malaksanakan kewajiban

sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agak Penggugat dan

Tergugat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Tergugat;
Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang
sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan
untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan
bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan vyaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 memberikan putunjuk bahwa dalam hal
perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu
pihak meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan
itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak
ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada
dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah
(brokendown marriage). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk
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rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan
mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai,
bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri
suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan
yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal
tersebut sejalan dengan gawa'idul fighiyah bahwa menolak kerusakan
didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;
dlasll L5 o W5l awlasll 55
Artinya: “menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;
Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan
pendapat ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab Madaa Hurriyah az-
Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah, Juz |, halaman 83, yang

diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:
s @y azg il sldl o laias (um $Mall pllas pduwdl s 384
0Y Touné 0o buse cloill dal, uai cuzs e Vs pai lgsd ik
2o oLl Iamg m5all zadl uzg il aol e oS Of olizo L oiw)l
allasll

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah
tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak
berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara
suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat
mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan
mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan
menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah
kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas,
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas
Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar’iyah sebagaimana tercantum dalam
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kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih
sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi:
aills o lall ade 3l lgzg ) a7 g3l sk, pas aiil I3l aisl,

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri
kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan
talak satu bain’;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama
adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas
suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah. Mengingat
bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat
dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu
bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Zainal Abidin bin
Baharuddin) terhadap Penggugat (Dahlia binti Lahaijji);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Oleh Muh. Rijal
Maggaukang, S.H.l., M.H.l sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi
oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.l., M.H.I
Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.
Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00
1
2 Proses Rp 100.000,00
2
3 Panggilan Rp 700.000,00
3
4. Meterai Rp 10.000,00
5
Jumlah Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru
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Hj. Salmah, S.H.
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